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1. Kesirnpulan 
Berdasarkan Uraian-uraian bab-bab sebelumnya dan penelitian yang telah 
saya lakukan serta literatur-literatur tentang pemborongan bangunan yang saya 
ketahui, maka peJaksanaan perjanjian pemborongan bangunan di Indonesia adalah 
sebagai berikut : 
a, Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pemborongan bangunan 
terdiri dari : hubungan hukum yang terjadi antara bank dan kontraktor pada 
perjanjian bank garansi sifatnya langsung yaitu kontrak1:or harus mengisi 
formulir yang sudah berbentuk baku/standart sehingga banksebagai penjamin 
berada pada posisi yang menguntungkan dan kontraktor berada pada posisi yang 
lemah. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara antara bank dengan 
pemilik proyek dalam perjanjian bank garansi sifatnya tidak langsung yaitu 
hubungan tersebut baru terjadi apabila ada pengajuan klaim dari penerima 
jaminan kepada bank. Dalarn hal ini bank sengaja melepaskan hak-hak 
istimewanya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukllm kepada pemilik 
proyek. 
b. 	 Dari hubungan hukurn tersebut, kemudian dapat diketahui fungsi dari bank 
garansi adalah s~bagai tanda ikatan dari kontraktor kepada pemilik proyek 
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untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan pemborongan bangunan 
yang akan dilasanakan, dalam bentuk jaminan sejumlah uang tertentu yang 
diserahkan kepada bank sebagai penjaminnya. Sedangkan untuk mengantisipasi 
supaya tidak terjadi wanprestasi, maka tindakan yang dilakukan oleh bank 
adalah dengan mengadakan dua pengawasan yaitu pengawasan dan 
penatausahaan proses kegiatan bank garansi, sejak awal sampai pada saat 
berakhimya bank garansi tersebut, atau pada saat diajukannya klaim karena 
kontraktor wanprestasi terhadap pemilik proyek. Dan pengawasan selanjutnya 
disebut dengan aspek supervisi yaitu bank secara terus-menerus akan selalu 
mengikuti perkembangan ~egiatan kontraktor terhadap penggunaan bank 
garansl. 
2. 	Saran 
a. 	 Pembuatan formulir bank garansi yang hanya dibuat oleh bank saja, akan 
merugikan kontraktor. Karena dalam hal ini kontraktor berada pada pihak yang 
lemah. Padahal berdasarkan pasal 1338 ayat I BW tentang asas kebebasan 
berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan kehendaknya yang tertuang 
dalam perjanjian. Oleh sebab itu, sebaiknya formulir bank garansi itu tidak 
dibuat dalam bentuk standart tapi dibuat oleh para pihak berdasarkan atas 
kesepakatan bersama. 
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b. 	 Untuk mengantisipasi supaya tidak tcrjadi wanprestasi dalarn bank garansl, 
hendaknya tidak hanya bank saJa yang melakukan pengawasan terhadap 
keadaanlkegiatan kontraktor. tapi sehamsnya kontraktor diberi kesempatan 
Imtuk melakukan pengawasan terhadap bonafiditas bank sebelum kontraktor 
menyerahkan kontra jaminan alas penerbitan bank garansi kepada bank. Karena 
apabila kontraktor tidak diberi kesempatan untuk memgawasi kontra garausinya, 
rnaka kontraktor tidak bisa rnengajukan klaim apabila kontra garansinya 
disalahgunakan oleh bank. 
